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ABSTRAK

Jumlah kaum muslim Indonesia yang mendaftar haji setiap tahun terus
bertambah, sementara kuota haji terbatas. Hal ini mengakibatkan daftar tunggu
(waiting list) menjadi panjang. Peningkatan waiting list berdampak pada
penumpukan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dalam jumlah yang
cukup besar. Menurut catatan setiap tahun, dana setoran haji dapat terkumpul
minimal 10 triliun. Jumlah dana yang terkumpul naik dari 55 Triliun pada tahun
2012 menjadi 67,9 Triliun pada tahun 2013. Pada tahun 2015 naik lebih besar lagi
hingga mencapai 83 Trilyun. Kementerian Agama dalam hal ini dipercaya oleh
masyarakat untuk mengelola dana tersebut. Pengelolaan dana BPIH seyogyanya
sesuai dengan hukum Islam karena dana hasil pengelolaan akan digunakan untuk
melayani dan memfasilitasi jamaah haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi.
Penyusun tertarik untuk meneliti pengelolaan dana BPIH dalam tinjauan hukum
Islam.

Penelitian ini merupakan field research, yakni penelitian berbasis data
yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Namun pengumpulan data penelitian
berupa hasil studi lapangan tersebut didukung dengan hasil studi kepustakaan.
Studi lapangan meliputi observasi secara langsung dan wawancara kepada
informan dari pihak Kementerian Agama selaku pengelola dana BPIH. Sedangkan
studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengambil fatwa atau pendapat dari
referensi terkait pengelolaan dana dalam hukum Islam, termasuk kaidah-kaidah
fighiyyah yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah
deskriftif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan dana
biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang dilaksanakan oleh Kementerian
Agama, kemudian menganalilis pengelolaan dana tersebut dalam pandangan
hukum Islam. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif,
yakni mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma dalam hukum
Islam.

Setelah dilakukan penelitian, ditemukan pengelolaan dana BPIH terdiri
dari 3 unsur; penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran. BPIH diterima
melalui bank syariah ataupun bank unit syariah. Namun pada daerah yang belum
terdapat bank syariah atau bank unit syari’ah dapat diterima melalui bank transito
konvensional. Karena dalam keadaan darurat dan terdapat kebutuhan mendesak,
maka hal tersebut dapat dibenarkan. Selanjutnya, BPIH dikembangkan melalui
SBSN, SUN, dan Deposito. Pengembangan yang dilakukan melalui SBSN dan
Deposito telah sesuai dengan syari’at. Sedangkan yang melalui SUN dinilai tidak
sesuai dengan syariah karena terdapat unsur ribawi berupa bunga. Kemudian
mengenai pengeluaran BPIH baik untuk biaya operasional di tanah air dan Arab
Saudi dipandang telah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan pengeluaran
untuk jamaah haji yang batal berangkat, dipandang tidak adil karena
pengembalian tidak beserta nilai manfaat hasil pengelolaan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan

transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987
dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif - -
Ba’ B Be

ol Ta’ T Te

z Sa’ S es dengan titik di atas
z Jim J Je

z Ha’ H ha dengan titik di bawah
’C Kha Kh ka-ha

g Dal D De

3 Zal Z zet dengan titik di atas
) Ra’ R Er

) Zai z Zet
By Sin S Es
TS Syin Sy es-ye
P Sad S es dengan titik di bawah
4 Dad D de dengan titik di bawah
b Ta’ T te dengan titik di bawah

Xi




b Za’ Z zet dengan titik di bawah
¢ ‘ain ‘ Koma terbalik di atas
’é Ghain G Ge
3 Fa’ F Ef
S Qaf Q Ki
g Kaf K Ka
J Lam L El
® Mim M Em
o Nun N En
9 Wau W We
F-3 Ha’ H Ha
s Hamzah ; Apostrof
< Ya’ Y Ya
B. Vokal
1. Vokal Tunggal
Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
————————— Fathah A A
————————— Kasrah I I
————————— Dammah U U

Contoh:

xii




&,«-‘5 — kataba J.‘..o — su’ila

2. Vokal Rangkap

Tanda Nama Huruf Latin Nama
< Fatkhah dan ya Ai a-i
3 Fatkhah dan wau Au a-u

3. Vokal Panjang

Tanda Nama Huruf Latin Nama
{ Fatkhah dan alif A a dengan garis di atas
;; Fatkhah dan ya A a dengan garis di atas
&S Kasrah dan ya [ i dengan garis di atas
3 Zammah dan ya U u dengan garis di atas
Contoh :
JE—> qala J-;,g —> gila
&P)—>» rama J}E-j, —  yaqilu

Ta’ Marbut ah
1. Transliterasi ta’ marbut ah hidup

Ta’ marbut ah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah
dan dammah transliterasinya adalah “t”.
2. Transliterasi ta’ marbu¢ ah mati

Ta’ marbut ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.

Contoh:
dolb—> ralhah
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3. Jika ta’ marbut ah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”,
dan bacaannya terpisah, maka ta’ marbut ah tersebut ditransliterasikan
dengan “ha”/h.

Contoh:
JubY ipsy — raudahal-at sl

8y st &yuld — al-Madinah al-Munawwarah

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama,
baik ketika berada di awal atau di akhir kata.
Contoh:

J5 —> nazzala
W — al-birru

E. Kata Sandang “J"”
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu

“J”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf
Qamariyah.
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu “J" diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

Jr\—>  arrajulu
ddewdi—>  as-sayyidatu
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan
bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah,
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kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan tanda sambung (-).
Contoh:

‘,.Lﬁﬁ\ — al-galamu

cﬁ,u\-;-“ — al-badi’u

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam
tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

99-50 — syai'un

2

CJJA\ — umirtu

9}5\ — an-nau'u

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf Kkapital, tetapi dalam
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan
sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada
nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan
kalimat.

Contoh:
J}*’) N s by —> Wama Muhammadun illa rasiil

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Menurut istilah hukum Islam, haji ialah sengaja mengadakan perjalanan
menuju Makkah untuk menunaikan ibadah t awaf, sa’i, wugaf di Arafah dan
manasik haji dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mencapai ridho-Nya.*
Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan mempunyai
karakteristik yang khusus, berbeda dengan rukun Islam lainnya, karena apabila
dilihat dari satu sisi, haji merupakan ibadah mahdah berupa kewajiban yang
dilaksanakan secara individual, tetapi dalam pelaksanaanya di Indonesia harus
dilaksanakan secara kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dengan demikian praktek ibadah haji tidak hanya terikat oleh aturan
aturan fikih saja, tetapi juga terikat oleh peraturan perundang-undangan yang

mengatur perjalanannya.

Setiap muslim yang mampu, diwajibkan menunaikan ibadah haji sekali
seumur hidup dan barang siapa yang mengingkarinya, maka ia termasuk dalam

golongan orang yang kafir sebagaimana firman Allah SWT:?

Cpallall 08 A8 A B ES (1 g Sies 4] Ui (e il g bl o Ao g

! As-Sayyid Sabiq, Figh As-Sunnah (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), V, him. 20.

2 Ali “Imran (3): 97.



Mengenai ayat tersebut, salah seorang Sahabat bertanya kepada Nabi
SAW tentang maksud isti¢ a’ah. “Wahai Rasulullah, apakah yang mewajibkan
haji?” Kemudian Nabi SAW bersabda: “Bekal (biaya perjalanan) dan kendaraan
(kuota).” Jawaban beliau tersebut tercantum dalam hadist riwayat Imam At-
Tirmidzi, yang menunjukkan bahwa isti¢ a’ah dalam ayat tersebut merujuk pada
kemampuan seseorang untuk membayar biaya hidup dan biaya transportasi yang

akan digunakan selama menjalankan ibadah haji.?

Bekal atau biaya perjalanan merupakan salah satu indikator kesiapan dan
komitmen calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji. Komitmen tersebut
tercermin melalui tindakan para calon jamaah haji yang mendaftarkan diri pada
Kementerian Agama Kabupaten maupun Provinsi dengan menyetorkan sebagian
biaya perjalanan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Jumlah muslim Indonesia
yang mendaftar haji terus bertambah sementara kuota haji yang tersedia terbatas -
bahkan dikurangi 20 persen sehubunganan dengan proyek perluasan Masjidil
Haram selama beberapa tahun- mengakibatkan panjangnya antrian tunggu
(waiting list) jamaah haji. Namun dilihat dari sisi lain, peningkatan waiting list itu
juga berdampak pada penumpukan dana dalam jumlah yang cukup besar. Menurut

catatan setiap tahun, dana setoran haji dapat terkumpul minimal 10 triliun.*

Besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) ditetapkan oleh

Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan

¥ Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, Tarjamah Sunan At-Tirmidzi, alih bahasa Drs.
H. Moh Zuhri, Dipl, Tafl, dkk. (Semarang: CV Asy-Syifa’, 1992), hlm. 142. Hadis nomor 810,
“Bab tentang kewajiban hajji dengan bekal dan kendaraan.”

* Dewi Rahmat Kusuma, “detikFinance,” http://m.detik.com/finance/read/2014/03/25/
202306/2536601/5/potensi-dana-haji-di-ri-capai-rp-10-triliun-tahun, 25 November 2015.



Rakyat Republik Indonesia. Mekanisme penyetoran BPIH ke rekening atas nama
Kementerian Agama melalui bank penerima setoran biaya penyelenggaraan
ibadah haji (BPS BPIH) diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BPIH yang disetorkan ke rekening Menteri Agama tersebut, dikelola
langsung oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan nilai manfaat
sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pengelolaan dana tersebut bertujuan untuk
menjamin keamanan, meningkatkan nilai manfaat, akuntabilitas, efektivitas, dan
efisiensi BPIH.” Menteri Agama dalam hal ini berfungsi sebagai regulator,
eksekutor, sekaligus pengawas. Konsekuensinya segala tanggung jawab dalam
pengelolaan dana haji berada penuh di bawah Kementerian Agama sehingga

menimbulkan kerawanan.

Pengelolaan dana haji memang selalu mendapat sorotan dari masyarakat.
Ini dapat dipahami karena jumlah dana yang terkumpul cukup besar. Nilai aset
haji meningkat dari 55 triliun di tahun 2012 menjadi 67,9 triliun di tahun 2013.
Hal ini dikarenakan adanya peningkatan nilai aset setoran haji yang ditanamkan
dalam investasi jangka pendek dan jangka panjang melalui instrumen sukuk dan

produk perbankan (deposito).® Aset tersebut terus meningkat dan tercatat pada

® Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 3.

® Laporan Keuangan Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun 2013 Kementerian Agama
Republik Indonesia: Mengelola Keuangan Haji dengan Profesional, Optimal, Transparan, dan
Amanah.



tahun 2015 dana BPIH mencapai angka 83 triliun.” Calon jamaah haji dan
masyarakat pada umumnya menuntut untuk mengetahui bagaimana dana tersebut
diterima, dikembangkan, dan digunakan, baik untuk biaya operasional haji di
Tanah Air maupun di Arab Saudi. Selain itu, apakah pengelolaan dana tersebut

telah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum?

Sudah semestinya kesesuaian syariah menjadi landasan utama dalam
pengelolaan dana tersebut, karena hasil dari pengelolaan tersebut kelak akan
digunakan para jamaah haji dalam bentuk pelayanan pemondokan, living cost dan
general service fee maupun pelayanan dalam negeri. Apabila pengelolaan dana
tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, dan jamaah haji menerima fasilitas dari

hasil pengelolaan tersebut, maka kemabruran haji setiap jamaah dapat diragukan.
B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, perlu kiranya penyusun

merumuskan masalah yang perlu dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengelolaan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji
oleh Kementerian Agama?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana biaya
penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

" “Kementerian Agama Republik Indonesia,” http://www.kemenag.go.id/index.

php?a=berita&id=261528, 25 November 2015.



1. Untuk mendeskripsikan praktek pengelolaan dana biaya penyelenggaraan
ibadah haji oleh Kementerian Agama.

2. Untuk memperoleh deskripsi yang jelas mengenai tinjauan hukum Islam
terhadap pengelolaan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji oleh

Kementerian Agama.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang berkaitan dengan tinjauan
hukum Islam terhadap pengelolaan dana setoran biaya penyelenggaraan
ibadah haji olen Kementerian Agama.

2. Menambah khazanah dan wawasan intelektual bagi penyusun sendiri dan
umat Islam di Indonesia pada umumnya tentang tinjauan hukum Islam
terhadap pengelolaan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji oleh
Kementerian Agama.

3. Kegunaan praktis untuk lembaga yang diamanahkan Pemerintah untuk
mengelola dana biaya penyelenggaraan ibadah haji.

D. Tinjauan Pustaka

Telah menjadi tradisi dalam dunia akademis, bahwa tidak ada satupun
bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang dilakukan oleh
generasi sebelumnya. Penyusun juga merupakan salah satu mata rantai dari karya-

karya ilmiah yang lahir sebelumnya.

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun mengamati dari beberapa

penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang diangkat supaya



mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti. Penelusuran terhadap beberapa
literatur tersebut, penyusun menemukan perbedaan pembahasan antara yang

dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan penelitian ini.

Indah Fitriana Sari dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem Marketing di PT.
Arminareka Perdana Yogykarta” mencoba menjelaskan mengenai pembiayaan
ibadah haji melalui sistem bisnis Multi Level Marketing (MLM) dan memberikan
kesimpulan bahwa program solusi yang diberikan PT. Arminareka Perdana
Yogyakarta untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji tidak melanggar dari
aturan hukum Islam. Program tersebut menawarkan pada jamaah yang mendaftar
sebagai calon jamaah haji di PT Arminareka Perdana untuk menawarkan kepada
jamaah yang lain agar bergabung dan mendaftarkan diri atau dapat dikatakan
sebagai strategi pemasaran Multi Level Marketing. Dalam skripsinya, belum

disinggung mengenai pengelolaan dana setoran BPIH.®

Muhammad Bahtiyar Rifai dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri
Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta)” menyimpulkan bahwa produk talangan haji
BSM dalam prakteknya tetap memperhatikan aspek kemampuan finansial nasabah

dan memberikan dampak kemashlahatan yang nyata bagi nasabah dan bank, dan

8 Indah Fitriana Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah
Melalui Sistem Marketing di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta”, Skripsi, Diajukan kepada
Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.



keberadaan produk talangan haji sesuai dengan hukum Islam. Namun dalam

skripsi tersebut belum disinggung mengenai pengelolaan dana setoran BPIH.®

Skripsi Wahyu Rina Uswatun Hasanah dengan judul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Arisan Haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul
Khairat Klaten 2006-2007” menjelaskan mengenai kebolehan menunaikan ibadah
haji dari hasil arisan dengan alasan arisan merupakan ‘urf yang baik dan
bermanfaat dan dapat membantu ekonomi masyarakat. Dalam skripsinya belum
disinggung mengenai pengelolaan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah

haji.*°

Artikel milik Burhanuddin dengan judul “Sistem Pengelolaan BPIH
Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia” menyimpulkan bahwa sistem
pengelolaan dana BPIH menurut hukum positif didasarkan pada Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2008, PMA Nomor 10 Tahun 2005, dan KMA Nomor 396
Tahun 2003. Di dalamnya dijelaskan bahwa pengelolaan sejauh ini baru
memenuhi 3 prinsip di antara 9 prinsip good governance, yakni partisipasi, daya
tanggap dan prinsip berorientasi konsesus. Kemudian, Burhanuddin menjelaskan
bahwa model pengelolaan yang ideal pada masa yang akan datang ialah dengan
menggunakan sistem pengelolaan yang langsung, cepat, dan transparan. Dalam

artikel tersebut belum dibahas mengenai PMA Nomor 23 Tahun 2011 tentang

 Muhammad Bahtiyar Rifai, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji
(Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta)” Skripsi, Diajukan kepada
Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

% Wahyu Rina Uswatun Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji di
Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten 2006-2007”, Skripsi, Diajukan
kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.



Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai landasan hukum positif
yang esensial terkait pengelolaan BPIH. Selama Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji belum dapat terlaksana akibat
belum lahirnya peraturan pelaksana, maka yang dijadikan landasan utama oleh
Kementerian Agama dalam pengelolaan BPIH ialah PMA 23 Tahun 2011. Selain
itu, dalam artikel tersebut belum menyinggung bagaimana pengelolaan BPIH

ditinjau dari hukum Islam.**

Arie Haura dalam skripsinya ‘“Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana
Haji Indonesia (SDHI)” menyimpulkan bahwa SDHI digunakan untuk
pembiayaan secara umum (general financing), bukan untuk membiayai proyek
(project financing), dari situ timbullah kekhawatiran dana sukuk akan tercampur
dengan dana selain sukuk. Arie menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan
kekurangan pengelolaan dana haji pada sukuk. Selain memaparkan
kekurangannya, Arie juga memaparkan kelebihan SDHI, di antaranya ialah
Kementerian Agama dengan menempatkan dana haji pada SDHI bertujuan untuk
menghindari sistem risk perbankan dan juga lebih terjamin apabila dilihat dari sisi
kesyariahannya. Di samping itu, Menteri Keuangan mendapat sumber pendanaan
baru, efisiensi sektor keuangan, dan juga tambahan investor. Dalam skripsi
tersebut, Arie belum menjelaskan pengelolaan BPIH secara umum dalam tinjauan

hukum Islam karena memang yang menjadi pokok bahasannya ialah pengelolaan

' Burhanuddin, “Sistem Pengelolaan BPIH Menurut Perspektif Hukum Positif di
Indonesia,” Kajian Hukum dan Keadilan IUS Magister IImu Hukum Universitas Mataram, 15
Maret 2014, him.139-140.



dana haji pada SDHI dalam perspektif pengelolaan anggaran negara dan

dampaknya terhadap Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan.*

BPIH sampai saat ini dikelola oleh Kementerian Agama dan bahasan
mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana biaya peyelenggaraan
ibadah haji nampaknya belum ada. Maka dari itu penyusun tertarik untuk
mengambil judul skripsi ini dengan ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
E. Kerangka Teoritik

Kemampuan menunaikan ibadah haji pada hakekatnya merupakan
anugerah dari Allah SWT. Buktinya hingga saat ini masih banyak orang kaya
yang belum terpanggil untuk menunaikan ibadah haji. Sebaliknya, banyak orang
yang secara finansial masih terbatas, tetapi tetap berusaha menyisihkan hasil jerih
payahnya untuk dapat menunaikan ibadah haji akhirnya bisa terpenuhi. Walaupun
demikian, hampir dapat dipastikan dalam diri setiap muslim di dunia mempunyai
keinginan untuk menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji sebagai rukun Islam
yang kelima, menjanjikan penghapusan dosa yang telah lalu dan mendapat pahala
dari Allah SWT yang berlipat ganda sehingga puncaknya dijanjikan masuk surga

sebagaimana sabda Rasulullah SAW: =

2 Arie Haura, “Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)”,
Skripsi, Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat, UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta, 2010.

3 Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, Tarjamah Sunan At-Tirmidzi, alih bahasa Drs.
H. Moh Zuhri, Dipl, Tafl, dkk. (Semarang: CV Asy-Syifa’, 1992), him. 138-139. Hadis nomor
807, “Bab tentang pahala hajji dan umrah.”
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Haji sebagai rukun Islam yang kelima bukan saja bertujuan untuk
meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan menambah nilai spiritual, tetapi
juga menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar seperti yang diungkapkan
dalam Hadits diatas, yakni dapat menghilangkan kemiskinan atau kefakiran. Hal
itu dapat dilihat dari adanya belasan sektor industri, manufaktur, perdagangan,
dan jasa yang dapat dimanfaatkan dalam muktamar internasional tahunan umat
Islam tersebut. Al-Quran sejak lebih dari lima belas abad yang lalu telah
memberikan isyarat yang jelas bahwa kita harus menjadikan haji sebagai kekuatan

ganda, yakni spiritual dan material.** Allah SWT berfirman:*
o dlia | gagd

Ibnu Kas ir menjelaskan makna manfaat sebagai manfaat dunia dan
akhirat. Manfaat dunia berupa kesehatan jasmani -karena pelaksanaa ibadah haji
memerlukan gerakan fisik-, juga berupa hewan sembelihan untuk dimakan, dan
keuntungan dari perdagangan. Sedangkan manfaat akhirat berupa ridha dari Allah

SWT.* Ah mad Mus t afa Al-Maraghi dalam kitab tafsirya juga menjelaskan hal

Y Muhammad Syafi’i Antonio, “Economy of Hajj: The Neglected Fortune”, dalam
Mulyadhi Kartanegara, dkk, (ed), Dinamika dan Prespektif Haji Indonesia (Jakarta: Kementerian
Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010), him. 237-238.

5 Al-Hajj (22): 28.

' lbnu Kas ir Ad-Dimasyqi, Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azim Al-Jiaz As-Salis (Dar al-
Andaliis: Maktabah an-Nir al-‘Ilmiyyah, 1991), him. 210.
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yang serupa dengan Ibnu Kas ir, yaitu haji memiliki manfaat ganda berupa

manfaat dunia dan manfaat akhirat.*’

Dalam perkembangaannya, manfaat ibadah haji dalam bidang ekonomi
tidak hanya dirasakan pada saat musim haji, melainkan dapat diperoleh sepanjang
tahun, yaitu dari setoran dana BPIH yang terkumpul dan mengendap di bank
penerima setoran sebelum digunakan untuk biaya real perjalanan haji. Manfaat
yang maksimal dari dana haji yang terkumpul tersebut hanya dapat terwujud
apabila dikelola melalui lembaga-lembaga yang dapat dipercaya dan

mengembangkannya dengan menggunakan prinsip syariah.

Dalam hal pengelolaan dana BPIH, Kementeri Agama telah dipercaya oleh
masyarakat untuk bertindak sebagai lembaga regulator, eksekutor sekaligus
pengawas. Dana yang terkumpul dari BPIH dikelola langsung oleh Kementerian
Agama sebagai lembaga penyelenggara urusan haji sebagaimana disebutkan

dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008:

BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau
bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikelola oleh
Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat.

Dalam PMA 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji disebutkan bahwa pengelolaan dana BPIH sendiri bertujuan untuk
menjamin keamanan, meningkatkan nilai manfaat, akuntabilitas, efektivitas, dan
efisiensi BPIH. Keamanan dalam pengelolaan dana BPIH dilakukan dengan

cermat, teliti, aman, dan tertib serta mempertimbangkan aspek resiko uang. BPIH

" Ah mad Mus t afa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi (Kairo: Mat ba’ah Mustafa al- Babi
al-Halabi, 1974), him. 108.
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yang dikelola dan dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan nilai manfaat
dengan memberikan mashlahat bagi jamaah haji dan umat Islam. Maka dari itu
pengelolaan dana BPIH harus dilakukan secara akuntabel, yakni akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada jamaah haji.

Pengelolaan dana BPIH pada dasarnya terdiri dari 3 unsur, yakni
penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran. Hal ini tertuang dalam pasal 4
PMA 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji,

disebutkan bahwa pengelolaan BPIH meliputi hal berikut:

a. Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran setoran awal;
b. Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran setoran lunas;
c. Pengembangan dana setoran awal; dan

d. Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran biaya operasional haji

BPIH yang disetor melalui bank penerima setoran, dikembangkan oleh
Kementerian Agama dengan beberapa prinsip dan cara sebagaimana yang diatur
lebih lanjut dalam pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011,

tentang Pengelolaan BPIH:

1. Pengembangan BPIH untuk memperoleh nilai manfaat dengan prinsip:
a. Jaminan keamanan,
b. Nilai manfaat, dan
c. Likuiditas
2. Pengembangan BPIH dilakukan dengan cara:
a. Membeli surat berharga syariah negara (SBSN)
b. Membeli surat utang negara (SUN)
c. Menempatkan dalam bentuk deposito berjangka

Pengelolaan keuangan haji yang berasaskan prinsip syariah tertuang dalam

pasal 2 PMA 23 Tahun 2011. Pihak pengelola dari Kementerian Agama harus
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memperhatikan kesesuaian pengelolaan dana BPIH dengan hukum Islam.
Pengelola sudah harus memperhatikan kesesuaian hukum Islam semenjak dari
penerimaan setoran awal dan lunas BPIH melalui bank penerima setoran,
kemudian pengembangan atau investasi di beberapa sektor untuk mengoptimalkan
dana vyang terkumpul, lalu mengenai pengeluaran dana untuk biaya
penyelenggaraan. Apabila pengelolaan dana tersebut tidak sesuai dengan hukum
Islam, dan jamaah haji menerima fasilitas dari hasil pengelolaan yang tidak sesuai
dengan hukum Islam, maka dapat berakibat pada kemabruran individu tiap

jamaah.

Dalam Islam, jika sebagian orang mempercayai sebagian yang lain,
hendaknya orang yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dengan baik dan

menjalankan amanahnya atas taqwa kepada Allah SWT sebagaimana firman-Nya:
1843, A il g adilal Gpaiy) (o) 39l Llany aSidany opaf (8

Allah SWT tidak menyuruh manusia untuk membengkelaikan harta
kekayaan atau membiarkannya tidak berkembang. Allah SWT juga melarang
hamba-Nya untuk saling mengambil keuntungan dengan cara yang bat il, yakni
jalan-jalan yang tidak halal atau tidak sesuai dengan syariah seperti riba dan

perjudian. Tetapi Allah menyuruh manusia untuk bekerja secara legal, dan

18 Al-Bagarah (2): 283.
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memperoleh rizki yang halal serta menyuruh untuk mendermakan sebagiannya

untuk hal-hal yang baik dan berguna.®

Akumulasi dana yang terkumpul dari setoran BPIH cukup banyak
jumlahnya dan alangkah sia-sianya apabila dibiarkan tidak berkembang. Maka
dari itu pihak pengelola melakukan langkah-langkah kongkrit untuk
mengembangkan dan mengoptimalkannya dengan jalan-jalan yang dipandang

tidak bertentangan dengan hukum Islam. Allah SWT Allah SWT berfirman:
Dasia (al i e 8l ¢S O U) Jhlll aliy A< gal ) oI5 Y 1 gial cplll Lol

Ayat diatas dapat dijadikan pedoman pengelolaan dana BPIH agar tidak
menyimpang dari ketentuan syariat. Selain itu, terdapat kaidah fighiyyah yang

masih berkaitan dengan pengelolaan dana BPIH, yakni:*
dalaally bgia Lo 1 o alaY) Gy

Dalam kaidah fighiyyah tersebut menegaskan bahwa Kementerian Agama
sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mengelola dana BPIH, dalam setiap
kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Pihak
pengelola dapat melaksanakan berbagai pengelolaan tehadap dana BPIH dengan
memandang sesuatu yang lebih membawa kemaslahatan. Pihak pengelola tidak

diperkenankan melakukan hal-hal yang mengurangi nilai maupun manfaat di

19'Syekh Ahmad Mushtafa Al Maraghi, Terjemah Tafsir Al Maraghi, alih bahasa Drs. M.
Thalib (Bandung: Rosda, 1987), him. 90.

20 An-Nisa’ (4): 29.

2! Jalaluddin ‘Abdurrahman Ibn Abi Bakr As-Suyit i, Al-Asybah wa An-Naz air fi
Qawaid wa Furii’ Figh Asy-Syafi iyyah (Iskandariyah: Dar al Salam, 2009), him. 278.
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bawah standar minimal, apalagi diprediksi akan merugikan. Apabila diketahui
atau diperkirakan pengembangan di sektor lainnya akan mampu menghasilkan
kemashlahatan yang lebih besar lagi, maka pengembangan harus dilakukan di
sektor tersebut, kecuali jika untuk mencapainya menghadapi berbagai kesulitan
yang berat.?* Pertimbangan lain yang harus diperhatikan pihak pengelola ialah
bahwa kemashlahatan tersebut juga harus dapat dirasakan secara langsung oleh

calon jamaah haji dan juga masyarakat secara umum.

Kemaslahatan yang lahir dari pengelolaan dana BPIH menjadikan ibadah
haji yang merupakan simbol spirit keberagaman yang kuat di kalangan umat dapat
ditransformasikan menjadi dorongan dalam upaya meningkatkan tingkat
kehidupan masyarakat. Selain itu, tentunya dapat meringankan beban biaya BPIH.
Pengelolaan dana yang baik membuahkan dana abadi umat (DAU), yakni sisa dari
operasional dana BPIH yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan
masyarakat secara luas dalam bentuk pendidikan, dakwah, sosial keagamaan,
pembangunan tempat ibadah, kesehatan dan sebagainya. Dengan kata lain, jumlah
setoran BPIH yang dibayarkan oleh jamaah haji memiliki andil dan kontribusi
yang cukup besar untuk kemaslahatan umat dan memberi harapan ke depan bahwa
jumlah jamaah haji yang terus meningkat berbanding lurus dengan jumlah

kesejahteraan umat secara ekonomi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

22 Syeikh ‘Izzuddin Ibnu Abdis Salam, Kaidah-Kaidah Hukum Islam: dalam
Kemaslahatan Manusia, alih bahasa Imam Ahmad Ibnu Nizar (Bandung: Nusa Media, 2011), him.
444,
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Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research),
yaitu dengan mencari data secara langsung pada Kementerian Agama
Pusat. Namun demikian, penelitian ini juga didukung dengan penelitian
pustaka (library research), dengan mengambil data dari dokumen-
dokumen resmi, buku-buku serta hasil penelitian yang secara khusus

berkaitan dengan bahasan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitiannya menggunakan deskriftif analitis, yaitu dengan
mendeskripsikan  bagaimana  pengelolaan dana setoran  biaya
penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama,
kemudian menganalilis pengelolaan dana tersebut dalam pandangan

hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini

adalah pendekatan normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti
berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam,
bersumber dari al-Quran, al-Hadis , dan kaidah hukum Islam serta dari
buku-buku peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah
tersebut.

4. Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah:
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1) Sumber data primer yang menjadi acuan penyusun dalam
penelitian ini adalah data hasil observasi di Kementerian Agama,
yakni dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan
informasi yang terkait pokok bahasan penyusunan skripsi ini. Hal
tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi
secara langsung dengan pihak Kementerian Agama Pusat,
Wilayah, dan Kabupaten.

2) Sumber data sekunder yang penyusun gunakan adalah dengan
mengambil data-data dari Kementerian Agama berupa Undang-
Undang maupun Peraturan lain yang secara khusus membahas
mengenai tema bahasan. Sumber data sekunder juga dibantu
dengan referensi terkait pengelolaan dana secara umum dalam
Islam. Referensi tersebut berupa buku-buku, pendapat-pendapat
pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian seputar
hal-hal tersebut.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis dengan
metode induktif, yaitu analisa data yang bertitik tolak dari dari data yang
bersifat kasuistik yang terjadi di lapangan secara khusus, kemudian data
itu ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Berangkat dari data
yang berhasil dihimpun inilah selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk

dijadikan bahan penyusunan skripsi, sehingga data ini dapat mewakili
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secara umum.? Analisis data secara induktif, artinya penyusun hendak
mengambil data dari data-data yang sifatnya individual, seperti data-data
yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan pengelola dana

BPIH, hasil observasi, dan lain sebagainya yang sifatnya mendukung.
G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan ini dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah yang menguraikan berbagai permasalahan dan pertimbangan
mengapa penelitian ini dilakukan, kemudian mengidentifikasi permasalahan untuk
diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Penyusun
menelusuri karya-karya yang membahas tentang tema yang relevan dengan
permasalahan sebagai bahan referensi dan acuan untuk mengkaji permasalahan
yang diteliti. Selanjutnya kerangka teoritik sebagai landasan untuk menganalisa
permasalahan yang ada. Agar penelitian lebih sistematik dan terarah, maka perlu
dikemukakan tetang metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini.

Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua dibahas mengenai tinjauan umum tentang ibadah haji dan
pengelolaan dana dalam hukum Islam. Dimulai dari penjelasan mengenai
pengertian dan dasar hukum ibadah haji. Kemudian rukun dan syarat wajib haji
serta biaya perjalanan dalam pandangan ulama. Syarat dan prosedur haji di
indonesia yang harus dipenuhi oleh jamaah haji dijelaskan selanjutnya.

Pembahasan mengenai pengelolaan dana dalam hukum islam dimulai dari

2% Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, cet. ke-1 (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), him.
42.
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karakteristik sistem ekonomi islam kemudian prinsip-prinsip pengelolaan sumber

ekonomi. Dalam terakhir bab kedua dijelaskan mengenai pengelolaan dana haji.

Bab ketiga dibahas mengenai Kementerian Agama dan pengelolaan dana
biaya penyelenggaraan ibadah haji dimulai dari sejarah singkat Kementerian
Agama, visi dan misi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kementerian
Agama. Kemudian dibahas mengenai landasan hukum yang masih berkaitan
dengan penyusunan skripsi ini. Pada akhir bab ketiga dibahas mengenai
pengelolaan dana BPIH semenjak penerimaan, pengembangan, sampai

pengeluaran.

Bab keempat dibahas mengenai analisis hukum Islam terhadap
pengelolaan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama

semenjak penerimaan, pengembangan, sampai dengan pengeluaran.

Dalam bab kelima, penyusun memaparkan penutup dari seluruh rangkaian

pembahasan yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab diatas, dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk menunaikan ibadah haji, muslim Indonesia harus membayar uang
setoran awal sebesar Rp. 25.000.000 melalui BPS BPIH serta melunasinya
pada tahun keberangkatan. Mengenai BPIH yang disetorkan pada bank
syariah dan bank unit syariah, tidak bermasalah karena memang tidak
mengandung unsur ribawi. Namun bagi yang menyetorkan melalui bank
transito konvensional sebagai konsekuensi akibat tidak ada bank syariah
dan bank unit syariah pada daerah tertentu, diperbolehkan dengan alasan
kebutuhan yang mendesak dan dipandang darurat. Selain itu, bank
konvensional tersebut hanya bersifat sementara (transit) yang akan segera
mengirimkan setoran BPIH tersebut pada bank syariah di akhir pekan.

2. Pengembangan dana BPIH yang dilaksanakan melalui SBSN dipandang
telah sesuai dengan hukum Islam karena memang pengelolaan dan
penerbitan SBSN berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Metode pembiayaan
dalam SBSN mengikuti akad yang digunakan dalam transaksi syariah pada
umumnya sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama
Indonesia No. 69/DSN-MUI/V1/2008. Pengembangan dana BPIH juga

dilakukan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN). Penerbitan SUN

111
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didasarkan pada perjanjian utang piutang yang berbasis pada sistem bunga
dan tercatat sampai tahun 2014 bunga tersebut mencapai 93.800 USD.
Pengembangan BPIH melalui SUN bertentangan dengan prinsip-prinsip
syariah dan oleh karena itu juga pengembangan dana BPIH pada sektor ini
dinilai haram. Selain SBSN dan SUN, dana BPIH juga dikembangkan
melalui Deposito Berjangka. Ketentuannya ialah apabila pada suatu BPS
BPIH setoran telah mencapai Rp. 20 M, maka Rp. 10 M akan
didepositokan. BPS BPIH yang menerima setoran merupakan bank syariah
maupun bank unit syariah, maka pengembangan BPIH dalam sektor ini
dipandang telah sesuai dengan prinsip syariah. Lebih jauh lagi,
penempatan dana BPIH dalam deposito di perbankan syariah dapat
dibenarkan, karena berdasarkan prinsip mudharabah sebagaimana fatwa
Dewan Syari’ah Nasional NO: 03/DSN-MUI/1VV/2000 tentang Deposito.

. Dana BPIH dari penerimaan dan hasil pengembangan di berbagai sektor
usaha digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji.
Dana tersebut, apabila dilihat dari sumber pengembangan yang
memasukan hasil transaksi SUN, maka dipandang sebagai dana syubhat,
karena bercampur antara halal dengan haram akibat unsur ribawi hasil
pengembangan melalui SUN. Dana tersebut kemudian digunakan untuk
pelayanan dan fasilitas jamaah haji, baik di Indonesia maupun di Arab
Saudi. Menerima pelayanan dan fasilitas dari dana yang telah
terkontamiasi tersebut merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari

oleh jamaah haji. Mengenai pengelolaan dana BPIH merupakan tanggung
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jawab Kementerian Agama dan di luar tanggung jawab jamaah haji. Selain
untuk biaya operasional, pengeluaran BPIH di antaranya juga digunakan
untuk membayar jamaah yang batal berangkat akibat sakit maupun
meninggal. Mereka hanya akan menerima sejumlah uang yang telah
disetorkan tanpa mendapatkan hasil optimalisasi BPIH. Ini dirasa tidak
adil karena seharusnya jamaah yang batal berangkat mendapatkan hasil
optimalisasi sebagaimana juga yang jamaah yang berhasil berangkat.
B. Saran-saran

1. Mengenai penerimaan dana BPIH di beberapa daerah yang belum
terjangkau oleh sistem syariah, Kementerian Agama dapat mengusulkan
berdirinya bank syariah ataupun bank unit syariah untuk menerima setoran
BPIH tanpa harus bertransaksi dengan bank transito konvensional. Hal
tersebut bertujuan agar mempermudah jamaah haji untuk menyetorkan
BPIH tanpa harus bertransaksi dengan bank transito konvensional.

2. Mengenai pengembangan di sektor SUN, hendaknya pihak Kementerian
Agama mencabutnya, atau menyudahi investasi di sektor tersebut apabila
telah jatuh tempo dan mengalokasikannya ke sektor lain, seperti SBSN
maupun deposito. Mengenai bunga yang tercatat sampai tahun 2014
mencapai 93.800 USD, hendaknya ditasharrufkan untuk kepentingan
umum dan bukan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji, karena
khawatir akan mempengaruhi kemambruran haji.

3. Mengenai pengeluaran dana BPIH terkait pengembalian dana bagi yang

batal berangkat hendaknya dikembalikan beserta nilai manfaatnya agar
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dirasa adil. Karena apabila dilihat dari segi pembatalannya, maka
sesungguhnya jamaah haji tidak menghendakinya. Namun akibat ada hal
yang diluar dugaan seperti sakit yang tak kunjung sembuh ataupun

meninggal, maka dengan terpaksa dibatalkan.
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TERJEMAHAN

Fn

| Him |

Terjamahan

BAB |

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah,
Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke
Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka
sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu)
dari semesta alam.

13

10

Kerjakanlah haji dan umrah karena keduanya dapat
menghapuskan kefakiran dan dosa sebagaimana api
menghilangkan karat besi, emas, dan perak. Dan bagi haji
yang mabrur akan mendapatkan pahala surga.

15

10

Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka

18

13

Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya

20

14

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu.

21

14

Tindakan Imam (pemegang otoritas) terhadap rakyatnya
harus mengikuti mashlahat

BAB Il

20

Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khathab ra
berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:
Islam dibangun di atas lima (pondasi): persaksian bahwa
tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah,
melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah,
dan puasa Ramadhan.

21

Dari Abu Hurairah ra berkata: “Rasulullah SAW telah
ditanya oleh seseorang; pekerjaan apa yang paling utama?
Rasul menjawab; iman kepada Allah dan Rasul-Nya,
kemudian apalagi? Rasul menjawab; jihad di jalan Allah,
kemudian apalagi? Rasul menjawab; haji yang mabrur.

22

Antara umrah satu dengan umrah lainnya adalah tebusan dosa
yang ada diantara keduanya. Dan tiada pahala bagi haji yang
mabrur kecuali surga.

22

Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan
sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai
tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang
dihormati, Ya Tuhan Kami (yang demikian itu) agar mereka
mendirikan shalat, Maka Jadikanlah hati sebagian manusia
cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari
buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur.




23

Orang yang ingin menunaikan ibadah haji hendaklah segera
melaksanakannya, karena bisa jadi ia akan jatuh sakit,
kendaraannya akan tersesat, atau keperluannya semakin
menumpuk.

11

24

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah,
Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke
Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka
sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu)
dari semesta alam.

25

32

Nafkah yang dikeluarkan daam berhaji sama halnya seperti
nafkah berjuang di jalan Allah. Satu dirham akan
dilipatgandakan menjadi tujuh ratus kali.

26

33

Abdullah bin Abi Aufa ra menuturkan, “aku menanyai
Rasulullah SAW tentang seseorang yang belum menunaikan
haji, apakah boleh berutang untuk melakukannya? Beliau
menjawab, ‘Tidak.’

28

34

Dari Abu Umamah ra berkata kepada Ibnu Umar ra
bahwasannya aku seorang ojek dalam hal ini (yakni
menyewakan jasa kendaraan untuk ditunggangi), dan
kebanyakan orang mengatakan kepadaku ‘sesungguhnya kau
bukan seorang haji’ kemudian Ibnu Umar ra berkata ‘apakah
engkau ihram, talbiyah, thawaf, sa’i, wuquf, dan melempar
jumrah? aku menjawab: iya aku melakukannya. Kemudian ia
berkata: maka sesungguhnya engkau adalah haji. Seorang
sahabat mendatangi Nabi SAW kemudian menanyakan hal
serupa kepada Nabi. Kemudian Nabi diam sejenak sampai
turun al Bagarah 198.

31

36

Sesunguhnya Allah itu Dzat yang Maha Baik dan tidak
menerima kecuali yang baik. Dan diriwayatkan dari Abu
Hurairah ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: ketika
seorang haji keluar untuk berhaji dengan nafkah yang baik
dan meletakkan kakiya di pelana, maka berseru ia: aku
sambut panggilanMu Tuhanku, aku sambut, maka berseru
kepadanya suara dari langit: Aku sambut dan aku terima
bekalmu yang halal, biaya perjalananmu yang halal dan
hajimu yang mabrur yang tidak sia-sia. Sedangkan bagi
seorang haji yang keluar dengan nafkah yang buruk lalu
meletakkan kakinya dalam pelana, maka berseru aku sambut
panggilanMu, kemudian berseru suara dari langit; tidak
Kusambut engkau dan tidak Kuterima, bekalmu haram,
nafkahmmu haram, dan hajimu sia-sia lagi tidak berpahala.

38

40

Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya
saja di antara kamu.

42

43

Tidak dilarang seseorang untuk memanfaatkan air, api, dan
rerumputan. Dalam riwayat lain: seluruh muslim bersekutu
dalam tiga hal: air, rerumputan, dan api (bahan bakar).




45

44

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
sampai ditemukan dalit yang mengharamkannya

48

46

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu
orang-orang Yyang beriman. Maka jika kamu tidak
mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah,
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok
hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

55

49

Suatu kesulitan dapat mendatangkan kemudahan

58

51

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana.

61

52

Tindakan Imam (pemegang otoritas) terhadap rakyatnya
harus mengikuti mashlahat

69

56

Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya

70

56

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan
haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam
perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan
(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros
itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah
sangat ingkar kepada Tuhannya.

72

57

Dan orang-orang Yyang apabila membelanjakan (harta),
mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah
(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

BAB IV

91

Rasulullah  SAW melaknat orang yang memakan
(mengambil)  riba, memberikan, dua orang yang
menyaksikan, dan orang yang menuliskannya.

93

Kesulitan membawa kemudahan

11

93

Segala sesuatu ketika mempersempit, maka akan diperluas

12

94

Segala sesuatu ketika meluas, maka akan dipersempit

13

95

Perubahan fatwa dan perbedaannya disebabkan karena
perkembangan zaman, tempat, keadaan, kebiasaan dan tujuan
yang ada.

14

95

Keadaan darurat dapat membolehkan hal yang dilarang

22

106

Tindakan Imam (pemegang otoritas) terhadap rakyatnya
harus mengikuti mashlahat




23 108 | Ketika bercampur antara suatu perkara yang halal dan haram,
maka yang menang adalah yang haram

26 109 | Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas di
antara keduanya itu ada perkara yang belum jelas (syubhat).

27 110 | Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa sedang dia tidak

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka
tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.
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PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Terhadap Pihak Pengelola dana BPIH dari Kementerian Agama

c.q. Direktorat Jenderal Urusan Haji;

1.

2.

Bagaimana struktur pengelola dana BPIH?

Bagaimana alur penerimaan dana BPIH dari calon jamaah haji?

Apakah jamaah haji dapat menyetorkan BPIH melalui bank konvensional?
Bagaimana pengembangan dana BPIH, apakah menggunakan transaksi
syari’ah atau konvensional?

Bagaimana penggunaan dana BPIH di Tanah Air dan di Arab Saudi?
Bagaimana penggunaan manfaat dari pengembangan dana BPIH untuk
optimalisasi pelayanan haji?

Apa yang menghambat pengelolaan dana selama ini?

Bagaimana penggunaan manfaat/hasil pengembangan dana BPIH untuk
optimalisasi pelayanan haji?

Apa mashlahat yang dirasakan langsung oleh jamaah haji dari pengembangan

dana BPIH dan apa yang dirasakan oleh masyarakat muslim secara umum?
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